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RINGKASAN 

Administrasi penggunaan keuangan desa akan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor 

Inspektorat Kabupaten sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja 

pemerintahan desa. Dalam hal pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo, 

masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten 

Gorontalo dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti fisik 

administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain); (2) Lambatnya pihak Inspektorat dalam 

melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa, 

sehingga memperlambat pembuatan laporan hasil pemeriksaan;(3)sulitnya pihak 

Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif; (4) tidak tersedianya data desa 

yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat. 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah pemeriksaan secara online 

pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga memudahkan 

pemerintah daerah dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gorontalo. 

Target khusus untuk penelitian iniadalah teridentifikasinya data hasil pemeriksaan 

pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, sehingga warehouse data hasil pengelolaan 

keuangan desa dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang 

dipakaiadalah pengumpulan data, studi literatur, analisa sistem, perancangan sistem, 

pembuatan prototipe sistem, pemaparan prototipe aplikasi, penyempurnaan aplikasi, 

pembuatan laporan akhir hasil penelitian. 

 

Kata Kunci : pemeriksaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, tindak lanjut 

temuan, temuan administratif dan material 
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PRAKATA 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami 

panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan 

Kemajuan Penelitian BOPTN Skim Hibah Bersaing dengan judul Rancang bangun 

aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa.  

Adapun Laporan Kemajuan Penelitian tentang aplikasi kontrol pengelolaan keuangan 

desa ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan 

berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyelesaian laporan ini. Pada laopran 

ini masih banyak yang harus diperbaiki terutama arsitektur dan aplikasi yang telah 

dibuat yang nantinya penyempurnaan tersebut akan dilakukan pada saat pembuatan 

laporan akhir, Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu kami dalam pengumpulan data sampai pembuatan 

laporan ini. 

  

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan 

baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang 

dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin 

member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki laporan ini. 

  

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari laporan ini dapat diambil hikmah dan 

manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca. 

  

 

 

Gorontalo,  September 2014 

  

Penyusun 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan model pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini yakni berupa 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggung-jawaban sudah menggunakan aplikasi yang telah dibuat pada penelitian 

tahap pertama. Pemeriksaan/ evaluasi dan pengawasan hasil penggunaan keuangan desa 

masih ditemukan berbagai permasalahan, sepertisulitnya pihak Inspektorat Kabupaten 

Gorontalo (selaku pihak yang diberi wewenang dalam hal pengawasan aparatur 

pemerintah daerah) dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti 

fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain). Kehilangan ini disebabkan oleh bukti 

tersebut masih diarsipkan secara manual oleh pihak desa. Masalah berikutnya adalah 

lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus 

turun langsung ke desa-desa (jarak antar desa yang satu dengan lainnya berjauhan, 

sehingga waktu pemeriksaan lebih banyak dihabiskan untuk berkunjung kemasing-

masing desa), akbitanya pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang harus dibuat oleh 

inspektorat sering terlambat. Masalah lain adalahsulitnya pihak Inspektorat Kabupaten 

Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas 

temuan material dan administratif. Masalah terakhir adalah tidak tersedianya data desa 

yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat. 

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh 

pihak desa dalam mengelola/ menyimpan bukti fisik (nota, kwitansi, dan lain sebagainya) 

secara elektronik sehingga pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat melakukan 

pemeriksaan secara online atas pengelolaan/ penggunaan keuangan desa demi terciptanya 

suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah secara lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat tergantung pada kesiapan 

aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan dilapangan, sehingga perlu 

sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang benar – benardapat 
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memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari haltersebut serta 

latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa saat 

ini? 

2. Apa saja yang harus disiapkan oleh desa dalam menghadapi pemeriksaan oleh pihak 

Inspektorat? 

3. Bagaimana model pemeriksaanpenggunaan keuangan desa yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Gorontalo saat ini? 

4. Bagaimana pembuatan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak inspektorat? 

5. Bagaimana rancangan arsitektur aplikasi yang dapat diimplementasikan dalam 

aplikasi berbasis web untuk penyimpanan bukti fisik penggunaan keuangan secara 

elektronik? 

6. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memeriksa penggunaan 

keuangan desa secara online oleh pihak inspektorat? 

 

 

 



9 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Pendukung 

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah/Desa 

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, istilah otonomi desa lebih 

menekankan kepada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu  daerah 

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintahan sendiri. Secara perspektif hukum dan politik pendekatan yang dilakukan 

lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa, berbeda dengan pendekatan dalam 

perspektif sosial-ekonomi yang lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau 

masyarakat desa. 

Pemahaman tentang otonomi daerah berawal dari pemahaman tentang konsep 

local government, yang memiliki dua arti. Pertama adalah pemerintah yang seluruh 

bagian-bagiannya merupakan hasil penunjukan dan bertanggung jawab hanya pada 

pemerintah pusat. Kedua, adalah pemerintah lokal yang secara bebas dipilih, merupakan 

subjek bagi supremasi pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk membuat 

dan sekaligus mengimplementasikan keputusan tanpa kontrol ketat dari pemerintah 

atasnya. 

Secara teoritik pemahaman tentang otonomi daerah pada dasarnya memang tidak 

bisa terlepas dari pemahaman tentang desentralisasi. Pada umumnya konsep 

desentralisasi dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan administrasi. Dari perspektif 

politik, desentralisasi didefinisikan sebagai devolution of power dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah lokal atau daerah. Adapun dari perspektif administrasi, desentralisasi 

didefinisikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan 

dan pengaturan fungsi publik (public function) dari pemerintah pusat atau pemerintah 

yang lebih tinggi, kepada pemerintah dan organisasi non pemerintah yang berada pada 

jenjang yang lebih rendah. 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan 
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desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan 

desa.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan desa.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 

PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa.Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala 

Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 

mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.Rencana 

Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah 

dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun, (Permendagri No. 37). 

 

2.1.2 Pengertian Web 

 Secara teminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang 

terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam 

World Wide Web (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman web biasanya berupa 

dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang selalu 

bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi dari 

server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser.  

Halaman-halaman dari website dapat diakses melalui sebuah URL yang biasanya disebut 

Homepage. URL ini mengatur halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun 

hyperlink-hyperlink yang ada dihalaman tersebut mengatur para pembaca dan 

memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. 
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2.1.3 Pengertian PHP 

 Hypertext PreProcessor atau dikenal dengan nama PHP merupakan salah satu 

aplikasi server yang sangat banyak digunakan sampai sekarang karena kemudahan dan 

keandalan yang dimilikinya. PHP pada mulanya dikembangkan hanya untuk 

mengantisipasi penggunaan database, namun kemudian dikembangkan menjadi aplikasi 

yang telah memiliki banyak fitur dalam mengembangkan aplikasi non database. 

 PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan 

untuk memproses data dinamis. Artinya, iya dapat membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan terkini (Kadir, 2009). Misalnya bisa menampilkan isi database 

kehalaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip 

ASP (Active Server page), Cold Fusion ataupun Pearl. Namun, perlu diketahui bahwa 

PHP sebenarnya bisa dipakai secara command line, artinya skrip PHP dapat dijalankan 

tanpa melibatkan web server maupun browser. Kode PHP juga bisa berkomunikasi 

dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan. 

PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks-

sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi 

disertakan pada halaman HTML biasa (Sudarmanto, 2008). Aplikasi-aplikasi yang 

dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi 

prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server. 

 Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah : 

 Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah 

kompilasi dalam penggunaannya. 

 Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai apache, 

IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

 Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan developer 

yang siap membantu dalam pengembangan. 

 Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena 

memiliki referensi yang banyak. 

 PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (Linux, 

Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console 

serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 
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2.1.4 Hypertext Markup Language (HTML) 

 HTML adalah bahasa standar untuk membuat tampilan web. HTML merupakan 

file teks yang terdiri dari tag-tag markup yang biasa digunakan dalam semua file-file 

yang berjalan diatas web browser. Atau dengan kata lain, HTML merupakan serangkaian 

konstruksi standar yang dapat membangun halaman web.  

HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks, yaitu 

Standard Generalized markup Language (SGML). Halaman web ditulis dalam format 

HTML. HTML adalah plain text yang berisi HTML tags dan user-defined text fields. 

Plain text dapat dibuat dengan menggunakan Notepad, WordPad (Windows 95/98), 

Simple Text (Macintosh), Vi or pico (UNIX). Adapun untuk aplikasi pembangun HTML 

terdiri dari MS-FrontPage, Macromedia Dream Weaver, EditPlus, Adobe Golive, dll. 

 

2.2 Acuan Primer dan Peta Jalan Penelitian 

2.2.1 Acuan Primer 

a. Penelitian terdahulu 

Penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnyaadalah sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa-Desa Dalam  Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten 

Temanggung  Tahun 2008) oleh Agus Subroto, Tesis Program Studi Magister Sains 

Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009. 

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana 

Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah 

menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam 

pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang 

akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya 

pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala 

utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan 
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kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari 

aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. 

2. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance 

(Studipada pemerintah Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) 

oleh Astri Furqani, Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Tahun 2009. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan 

tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kalimo'ok desa di kecamatan-

kecamatan Kalianget Sumenep. Dari hasil penelitian tentang manajemen keuangan 

dari Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi 

hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip 

tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan 

Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena karena 

tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa / Badan Permusyawaratan Desa). Dari hasil penelitian disarankan bahwa setiap 

proses manajemen keuangan desa dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 

37/2007 yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung 

jawab. Juga diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat desa dan kebutuhan untuk 

kembali sosialisasi Kalimo'ok dan pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa 

kepada Pemerintah Desa dan BPD. 

 

b. Penelitian saat ini (tahun 2014) 

Penelitian yang direncanakan untuk dilakukan saat ini adalah Membangun 

sebuah aplikasi berbasis web yang memenuhi persayaratan yang disyaratkan oleh 

Permendagri Nomor 37/2007 dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya (transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan desa). 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah : 

1. Mempelajari cara pertanggung jawaban dan persiapan yang harus dilakukan oleh 

desa dalam rangka menghadapi pemeriksaan pihak Inspektorat 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis proses pemeriksaan pengelolaan keuangan desa 

oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis data hasil pemeriksaanyang dibuat oleh pihak 

inspektorat.  

4. Mempelajari format dan cara pembuatan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan 

keuangan desa 

5. Merancangarsitektur sistem kemudianmengimplementasikannya dalam sebuah 

aplikasi berbasis web untuk penyimpanan bukti fisik secara elektronik dan 

pemeriksaan secara online. 

6. Menguji aplikasiyang sudah dibuat untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang bebas 

dari error dan sesuai dengan keinginan pemakai 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Pada umumnya bukti fisik penggunaan keuangan desa diarsipkan secara manual 

kemudian dibukukan dalam bentuk laporan oleh pihak desa. Saat proses pemeriksaan 

oleh pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo, bukti fisik tersebut sering hilang atau rusak, 

akibatnya desa kesulitan dalam mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan desa, 

kesulitan pertanggung jawaban ini berdampak pada hasil temuan inspektorat (berupa 

temuan material dan administratif. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi yang 

dapat melakukan input data bukti fisik penggunaan keuangan secara on-line oleh desa 

kemudian diperiksa secara online oleh pihak Inspektorat.Proses pemeriksaan oleh pihak 

inspektorat akan menyesuaikan bukti fisik dengan perencanaan dan penggunaan 

keuangan desa yang telah dikomputerisasi pada penelitian pada tahap pertama (Tahun 1). 

Antara desa dan Inspektorat memiliki tampilan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan 

fungsinya dalam pengolahan keuangan desa. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

aplikasi ini adalah memungkinkan data disimpan secara elektronik sehingga 
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meminimalkan penggunaan kertas. Keuntungan lainnya dengan aplikasi yang akan dibuat 

adalah pencarian data dan kontrol terhadap penggunaan keuangan desa dapat dilakukan 

dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keuntungan terakhir yang 

didapatkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah desa adalah teroptimalkan 

penggunaan komputer bantuan pemerintah kepada setiap desa (dengan aplikasi 

pengontrolan pengelolaan keuangan desa maka penggunaan komputer yang selama ini 

hanya digunakan untuk mengetik surat menyurat dapat dioptimalkan penggunaannya). 
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BAB 4. METODE PENELITIAN  

4.1 Metode Penelitian Tahun I 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa 

kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe 

aplikasi, pengujian prototipe aplikasi, implementasi dan sosialisasi serta evaluasi, 

pelatihan penggunaan aplikasi kepada pemakai. Penjabaran dari langkah-langkah 

penelitian tersebut yaitu : 

1. Pengumpulan data, langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan data tentang : 

- Model pengelola keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

- Cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa  

- Cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan 

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) 

- Bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban keuangan yang di 

buat oleh setiap Desa. 

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke Kantor Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kantor Desa. Keluaran dari 

tahapan ini adalah diperolehnya data tentang berbagai kegiatan dalam pengelolaan 

dan penggunaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini 

adalah terkumpulnya data pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, 

diketahuinya cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa, 

diketahuinya cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa 

yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), 

diperolehnya bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban 

keuangan yang di buat oleh setiap Desa serta teridentifikasinya permasalahan-

permasalahan yang ada pada sistem lama (sistem yang berjalan saat ini) 

2. Studi literatur, untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai implementasi 

sistem, model aplikasi berbasis web, perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan desa, serta untuk melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan - permasalahan yang sering muncul dalam implementasi sistem. 
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Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya daftar permasalahan dan teknik-teknik 

pemecahan terhadap permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan 

keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan 

permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan pengelolaan dan 

penggunaan keuangan desa. 

3. Analisa sistem, untuk melakukan analisis kelemahan pada sistem pengelolaan 

keuangan yang telah ada, analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk 

pengembangan sistem. Keluaran dari tahapan ini adalah data rencana kerja desa, 

sistem pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, daftar kebutuhan dan kelayakan 

dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator 

keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya kelemahan dalam sistem 

pengelolaan keuangan yang lama, daftar rencana kerja pembangunan yang ada 

didesa, analisis terhadapat hasil verifikasi data rencana kerja pembangunan desa 

yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), cara 

pembutan laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat oleh desa, serta 

kebutuhan dan kelayakan terhadap pengembangan sistem pengelolaan keuangan 

desa. 

4. Perancangan sistem, Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahapan 

yang harus dilalui, yakni : 

a. Identifikasi kebutuhan sistem 

Pada sub tahapan ini dideskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

Kebutuhan sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem 

yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang harus 

dimiliki oleh aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah: 

- Terciptanya arsitektur sistem yang baru 

- Teridentifikasinya input dan output sistem 

b. Pemodelan aplikasi server dan client menggunakan Data Flow Diagram 

(DFD) 

Aktifitas yang dilakukan oleh kantor desa adalah melakukan entri data 

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa dan Kantor BPMD melakukan verifikasi. 
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Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh aplikasi, yang menyatakan hubungan interkasi antara sistem dan 

pengguna. Keluaran dari tahapan ini adalah model komunikasi pengguna dengan 

aplikasi yang ada di Kantor Desa dan BPMD. Target atau indikator keberhasilan 

pada tahap ini adalah tergambarkannya komunikasi antara pemakai dengan aplikasi 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD) 

c. Perancangan basis data 

Pada tahap ini akan di identifikasi kebutuhan basis data selanjutnya  

digambarkan model Entity Relationship Diagram (ERD). Keluaran dari tahapan ini 

adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh aplikasi sesuai 

kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

teridentifikasi proses bisnis dan tergambarkannya model Entity Relationship 

Diagram (ERD)  

d. Perancangan antar muka (interface) aplikasi server dan client 

Pada sisi input aplikasi client rancangan interface dalam bentuk form dan 

pada sisi output dalam bentuk tampilan laporan. Rancangan yang dilakukan dalam 

tahap ini terbatas pada form dan rancangan laporan. Keluaran dari tahapan ini 

adalah tergambarkannya rancangan form dan output (laporan). Target atau indikator 

keberhasilan adalah terciptanya : 

- Desain tampilan (interface) untuk aplikasi yang digunakan oleh Kantor Desa 

dan Kantor BPMD 

- Rangan output sistem (laporan) 

5. Pembuatan prototipe aplikasi, pada tahap ini akan dibuat prototipe aplikasi 

pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini merupakan implemetasi hasil rancangan ke 

dalam bahasa program. Keluaran dari tahapan ini adalah terciptanya protipe aplikasi. 

Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya sebuah 

prototipe aplikasi pengelolaan keuangan desa baik input maupun output yang 

digunakan oleh pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD. 

6. Pengujian prototipe aplikasi, pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototipe 

aplikasi yang telah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah terujinya prototipe 

aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi benar-benar terbebas dari kesalahan 
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logika. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya 

prototipe aplikasi yang telah diuji dengan baik. 

7. Pemaparan prototipe aplikasi, tahap ini akan dipaparkan prototipe aplikasi ke 

operator/ pegawai Kantor Desa dan BPMD. Tahap ini ditujukan untuk mendapatkan 

informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan aplikasi dari pihak pemakai (operator/ 

pegawai Kantor Desa dan BPMD). Keluaran dari tahap ini adalah infromasi dari 

pihak pemakai berupa koreksi/ masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan aplikasi 

yang sesuai dengan proses bisnis dan keinginan dari pemakai. Target atau indikator 

keberhasilan adalah daftar koreksi aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses 

bisnis). 

8. Penyempurnaan aplikasi, Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi 

yang telah dibuatkan prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari pemakai. 

Keluaran dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah sesuai dengan proses bisnis dan 

keinginan pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya aplikasi 

yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis) dan keinginan pemakai. 

9. Pemaparan hasil perbaikan aplikasi, Pada tahap ini aplikasi yang sudah diperbaiki 

akan dikonsultasikan lagi dengan pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD. Keluaran 

dari tahapan ini adalah terkonsultasikannya hasil perbaikan aplikasi pengelolaan 

keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah telah 

dipaparkannya hasil perbaikan aplikasi ke Kantor Desa dan Kantor BPMD. 

10. Pembutan laporan 

Tahap akhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pembuatan laporan akhir 

penelitian dan dipublikasikannya hasil penelitian. Keluaran dari tahap ini adalah 

laporan akhir dan proceedings. Target atau indikator keberhasilan adalah tercetaknya 

laporan akhir penelitian dan hasil penelitian telah dipublikasi. 

 

4.2 Metode Penelitian Tahun II (Terakhir) 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa 

kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe 

aplikasi, pengujian prototipe aplikasi, pembuatan laporan akhir untuk hasil penelitian. 

Penjabaran dari langkah-langkah penelitian tersebut yaitu : 
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1. Pengumpulan data, langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan data tentang : 

- Model pertanggung jawaban keuangan desa (pembuatan laporan pertanggung 

jawaban beserta lampiran bukti fisiknya) yang ada dilingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Gorontalo. 

- Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh desa dalam menghadapi pemeriksaan oleh 

pihak Inspektorat. 

- Model pemeriksaan penggunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Gorontalo 

- Bentuk/ format berbagai macam laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh pihak 

inspektorat. 

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke Kantor Inspektorat dan 

Kantor Desa. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya data tentang berbagai 

kegiatan dalam hal pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa, model 

pemeriksaan, dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Target atau indikator 

keberhasilan pada tahap ini adalah terkumpulnya data tentang pertanggung 

jawaban penggunaan keuangan desa dan bentuk laporan hasil pemeriksaan oleh 

Inspektorat 

2. Studi literatur, untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai implementasi 

sistem, model aplikasi berbasis web, perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan desa, serta untuk melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam implementasi sistem. 

Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya daftar permasalahan dan teknik-teknik 

pemecahan terhadap permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan 

keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan 

permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan pengelolaan dan 

penggunaan keuangan desa. 

3. Analisa sistem, untuk melakukan analisis kelemahan pada sistem peratanggung 

jawaban penggunaan keuangandesa dan cara pemeriksaan inspektoratyang telah ada, 

analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk pengembangan sistem. Keluaran 
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dari tahapan ini adalah data bukti fisik penggunaan keuangan desa, sistem 

pemeriksaan penggunaan keuangan desa yang ada saat ini, daftar kebutuhan dan 

kelayakan dalam pengembangan sistem pertanggung jawaban penggunaan keuangan 

desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya 

kelemahan dalam sistem pertanggung jawaban penggunaan keuangan dan cara 

pemeriksaan yang lama, analisis terhadapat hasil pemeriksaan, cara pembutan 

laporan hasil pemeriksaan oleh inspektorat. 

4. Perancangan sistem, Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahapan 

yang harus dilalui, yakni : 

e. Identifikasi kebutuhan sistem 

Pada sub tahapan ini dideskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. 

Kebutuhan sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem 

yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang harus 

dimiliki oleh aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah: 

- Terciptanya arsitektur sistem yang baru 

- Teridentifikasinya input dan output sistem 

f. Pemodelan aplikasi server dan client menggunakan Unified Modeling 

Language (UML) 

Aktifitas yang dilakukan oleh kantor desa adalah melakukan entri data bukti 

fisik danpemeriksaan oleh pihak inspektorat. Diagram ini menggambarkan 

fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi, yang 

menyatakan hubungan interkasi antara sistem dan pengguna. Keluaran dari tahapan 

ini adalah model komunikasi pengguna dengan aplikasi yang ada di Kantor Desa 

dan inspektorat. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

tergambarkannya komunikasi antara pemakai dengan aplikasi menggunakan 

Unified Modeling Language (UML) 

g. Perancangan basis data 

Pada tahap ini akan di identifikasi kebutuhan basis data selanjutnya  

digambarkan model Entity Relationship Diagram (ERD). Keluaran dari tahapan ini 

adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh aplikasi sesuai 

kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 
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teridentifikasi proses bisnis dan tergambarkannya model Entity Relationship 

Diagram (ERD)  

h. Perancangan antar muka (interface) aplikasi server dan client 

Pada sisi input aplikasi client rancangan interface dalam bentuk form dan 

pada sisi output dalam bentuk tampilan laporan. Rancangan yang dilakukan dalam 

tahap ini terbatas pada form dan rancangan laporan. Keluaran dari tahapan ini 

adalah tergambarkannya rancangan form dan output (laporan). Target atau indikator 

keberhasilan adalah terciptanya : 

- Desain tampilan (interface) untuk aplikasi yang digunakan oleh Kantor Desa 

daninspektorat 

- Rangan output sistem (laporan) 

5. Pembuatan prototipe aplikasi, pada tahap ini akan dibuat prototipe aplikasi 

pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa. Tahapan ini merupakan 

implemetasi hasil rancangan ke dalam bahasa program. Keluaran dari tahapan ini 

adalah terciptanya protipe aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini 

adalah terwujudnya sebuah prototipe aplikasi pertanggung jawaban penggunaan 

keuangan desa baik input maupun output yang digunakan oleh pihak Kantor Desa 

dan inspektorat. 

6. Pengujian prototipe aplikasi, pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototipe 

aplikasi yang telah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah terujinya prototipe 

aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi benar-benar terbebas dari kesalahan 

logika. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya 

prototipe aplikasi yang telah diuji dengan baik. 

7. Pemaparan prototipe aplikasi, tahap ini akan dipaparkan prototipe aplikasi ke 

operator/ pegawai Kantor Desa dan Inspektorat. Tahap ini ditujukan untuk 

mendapatkan informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan aplikasi dari pihak pemakai 

(operator/ pegawai Kantor Desa danInspektorat). Keluaran dari tahap ini adalah 

infromasi dari pihak pemakai berupa koreksi/ masukan untuk perbaikan/ 

penyempurnaan aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis dan keinginan dari 

pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah daftar koreksi aplikasi yang 

sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis). 
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8. Penyempurnaan aplikasi, Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi 

yang telah dibuatkan prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari pemakai. 

Keluaran dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah sesuai dengan proses bisnis dan 

keinginan pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya aplikasi 

yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis) dan keinginan pemakai. 

9. Pembuatan laporan penelitian, pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan 

hasil penelitian. Keluaran dari tahap ini adalah laporan akhir penelitian. Target atau 

indikator keberhasilan adalah terciptanya laporan akhir penelitian 
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Penjabaran langkah-langkah penelitian dalam bentuk bagan ditampilkan pada 

gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian 

Aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa 

Output : 

Data tentang berbagai 

kegiatan dalam pertanggung 

jawaban penggunaan 

keuangan desa 

Output : 

Daftar permasalahan dan 

teknik-teknik pemecahan 

Mengumpulkan data Mengumpulkan dan 

mengkaji literatur 

Menganalisa sistem Merancang sistem 

Membuat prototipe 

aplikasi 

Menguji prototipe 

aplikasi 

Memaparkan 

prototipe aplikasi 

Menyempurnakan 

aplikasi 

Membuat laporan 

akhir penelitian 
 

Output : 

Gambaran sistem yang 

berjalandengan (DFD), 

daftar kebutuhan dan 

kelayakan 

Output : 

Rancangan sistem yang 

baru (rancangan UML, 

basis data, interface)  

Output : 

Terciptanya prototipe 

aplikasi 

Output : 

Terujinya prototipe 

aplikasi yang telah dibuat 

Output : 

Daftar koreksi untuk 

penyempurnaan aplikasi 

Output : 

Aplikasi yang sudah 

sesuai dengan keinginan 

pemakai 

Output : 

Terciptanya laporan akhir  

hasil penelitian 

Acuan terhadap hasil penelitian sebelumnya : 
Membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh pihak desa dalam membuat usulan 

kebutuhan anggaran dan verifikasi kebutuhan tersebut secara online oleh pihak BPMD 
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Gambar 4.2 Fishbone diagram untuk tahapan penelitian 
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Aplikasi mulai 

digunakan 

Survei kelayakan  dan 

kebutuhan teknologi 

Mempelajari cara 

pembuatan laporan 

 

4. uji prototipe 

Laporan akhir 

penelitian 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian Tahun I 

Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari login terhadap 

aplikasi tersebut. Login dibagi menjadi 3 yakni : 

- Login untuk kantor BPMD (input data kode rekening dan uraian kegiatan serta 

verifikasi hasil inputan data RAPBDes oleh setiap desa) 

- Login untuk kantor desa (input data RAPBDes dan perbaikan hasil verifikasi 

RAPBDes) 

- Login untuk Badan Keuangan (untuk melihat desa mana saja yang sudah disetujui 

RAPBDesnya dan siap dicairkan anggaran) 

- Login untuk admin (persetujuan user yang melakukan registrasi) 

Tampilan untuk form login terlihat pada gambar 5.1 

 

Gambar 5.1 Tampilan form login 

Aplikasi kantor BPMD dimulai dengan melakukan input data kecamatan 

(terlihat pada gambar 5.2), input data desa (terlihat pada gambar 5.3), input uraian 

kegiatan (terlihat pada gambar 5.4) 

 

Gambar 5.2 Form input data kecamatan 
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Gambar 5.3 Form input data desa 

 

Gambar 5.4 Form input data uraian kegiatan 

Aplikasi kantor desa dapat melakukan input data RAPBDes melalui menu 

proposal. RAPBDes dapat dibuat sesuai kebutuhan desa misalnya penambahan uraian 

kegiatan dapat dilakukan oleh desa (bila uraian kegiatan yang diinput oleh BPMD ada 

yang tidak sesuai dengan uraian kegiatan didesa maka desa dapat melakukan 

penambahan uraian kegiatan tersebut). Pada gambar 5.5 menunjukan form untuk 

menambah uraian kegiatan yang tidak sempat di input oleh BPMD padahal uraian 

kegiatan tersebut dibutuhkan oleh desa.  
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Gambar 5.5 Penambahan uraian kegiatan oleh desa 

Untuk memasukan (menginput) data RAPBDes terlihat pada gambar 5.6. Pada 

gambar ini pihak desa akan menginput data jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 

masing-masing kegiatan 

 

Gambar 5.6 Form input anggran RAPBDes 

Bila RAPBDes yang diajukan oleh desa sudah diverifikasi dan disetujui oleh 

pihak BPMD maka selanjutnya desa dapat melaksanakan kegiatan yang sudah 

direncanakan di RAPBDes berdasarkan uraian kegiatan dan jumlah anggran yang 

telah disetujui oleh BPMD. Gambar 5.7 menunjukan form pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan anggaran. Hasil inputan data tersebut akan secara otomatis masuk sebagai 

laporan (baik untuk buku kas umum, buku kas pembantu harian, buku kas pembantu 

harisn untuk pendapatan dan pengeluaran) 
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Gambar 5.7 Tampilan form penggunaan anggaran 

Aplikasi yang digunakan oleh Badan Keuangan hanya berfungsi untuk melihat 

desa mana saja yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh pihak BPMD, sehingga dana 

siap untuk dicairkan. Gambar 5.8 menunjukan form yang menampilkan informasi 

desa yang sudah disetujui RAPBDesnya 

 

Gambar 5.8 Tampilan informasi persetujuan RAPBDes 

Penggunaan aplikasi ditingkat adminitrator user seperti tampak pada gambar 

5.9. administrator user bertugas untuk menyetujui user yang melakukan registrasi, 

merubah status user yang sudah terdaftar, dan mengahpus user dari aplikasi. 
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Gambar 5. 9 Tampilan aplikasi administrasi pengguna aplikasi 

Hasil penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan oleh pihak desa setiap 

tahunnya dalam bentuk laporan ke Kantor BPMD. Pelaporan tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku 

kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu 

pengeluaran). Gambar 5.10 menunjukan tampilan report buku kas umum, Gambar 

5.11 menunjukan tampilan report buku kas harian pembantu, Gambar 5.12 

menunjukan tampilan report buku kas pembantu penerimaan, Gambar 5.13 

menunjukan tampilan report buku kas pembantu pengeluaran 

 

Gambar 5.10 Report buku kas umum 
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Gambar 5.11 Report buku kas harian pembantu 

 

Gambar 5.12 Report buku kas pembantu penerimaan 

 

 

Gambar 5.13 Report buku kas pembantu pengeluaran 

 

5.2 Hasil Penelitian Tahun II 

Focus penelitian tahun kedua pada proses pemeriksaan penggunaan keuangan 

desa. Pada tahun kedua ini, entitas yang terlibat dalam system adalah desa dan 

inspektorat sebagai pemeriksa keuangan daerah. 
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5.2.1. Analisa Sistem 

Mekanisme pemeriksaan inspektorat terhadap penggunaan anggaran desa 

adalah sebagai berikut : 

1. Seluruh pegawai Inspektorat yang telibat dalam pemeriksaan (sebagai auditor) 

melaksanakan pertemuan untuk merumuskan PKPT (Program Kerja Pemeriksa 

Tahunan) 

2. Rumusan PKPT menghasilkan PKP (Program Kerja Pemeriksaan). Rumusan 

PKP menghasilkan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). Setiap 1 auditor memegang 

1 KKP. 

3. Tim pemeriksa akan mengirimkan surat pemeriksaan dan jadual pemeriksaan 

kesetiap desa 

4. Tim pemeriksa turun kesetiap desa untuk memeriksa. 

5. Hasil pemeriksaan akan di isi kedalam KKP oleh setiap Auditor 

6. Hasil isian KKP akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa. 

7. Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS 

(Pengendali Teknis) 

8. Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh 

DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat 

9. Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok 

Hasil Pemeriksaan) 

10. P2HP akan dikirim ke obrik (objek pemeriksaan/ desa yang mendapat temuan) 

untuk ditanggapi dalam waktu paling lama 2 minggu 

Bila dalam 2 minggu tidak ada tanggapan maka akan keluar surat LHP (Laporan 

Hasil Pemeriksaan) 
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A. Analisa Sistem Berjalan 

Sistem yang saat ini berjalan seperti terlihat pada gambar 5.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Analisa Sistem Berjalan 

Detail proses untuk sistem yang berjalan tergambarkan dalam Data flow diagram yang 

ditampilkan pada gamabar 5.15 
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a. Diagram konteks 

Diagram konteks untuk sistem pemeriksaan inspektorat terhadap penggunaan 

anggaran desa adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Diagram kontek sistem yang berjalan 

b. Bagan berjenjang 

Penjabaran tiap proses yang ada dalam DFD ditampilkan dalam bentuk 

diagram berjenjang seperti terlihat pada gambar 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16 Diagram berjenjang sistem yang berjalan 
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c. DFD level 0 

 

Keterkaitan antar proses yang ada pada diagram berjenjang digambarkan 

dalam Data Flow Diagram level 0 seperti pada gambar 5.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17 DFD Level 0 sistem yang berjalan 

 

B. Hasil rekayasa proses pemeriksaan inspektorat 

Berdasarkan analisa sistem yang telah dibuat pada sub bab 5.2.1 maka sistem 

lama terdapat masalah dalam hal pengolahan data yang masih manual sehingga 

pembuatan LHP akan membutuhkan perhitungan untuk masing-masing temuan obrik 

(desa). Disamping itu juga proses review oleh masing-masing pemeriksa (ketua tim, 

dalnis, dan daltu) masing menggunakan dokumen secara manual sehingga 

memungkinkan hilang/ rusaknya dokumen tersebut. Untuk mengotomatisasi proses 

manual yang ada maka proses yang terjadi selama ini akan dilakukan secara online 
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melalui aplikasi. Tahapan untuk proses pemeriksaan inspektorat hasil rekayasa sistem 

: 

1. Auditor menginput data anggaran yang di terima setiap desa 

2. Seluruh pegawai Inspektorat yang telibat dalam pemeriksaan (sebagai auditor) 

melaksanakan pertemuan untuk merumuskan PKPT (Program Kerja Pemeriksa 

Tahunan), yang kemudian menghasilkan PKP dan hasil dari PKP yakni KKP 

3. Auditor menginput data PKPT, PKP, dan KKP 

4. Perwakilan pegawai dari setiap Desa akan memberikan data-data penggunaan 

anggaran Desa mereka kepada pegawai Inspektorat (Auditor). 

5. Pegawai Inspektorat dalam hal ini sebagai auditor memasukkan setiap data yang 

diberikan oleh masing-masing petugas Desa kedalam KKP. 

6. Ketua Tim Pemeriksa akan mereview semua data yang dimasukkan kedalam 

KKP oleh auditor. 

7. Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS 

(Pengendali Teknis). 

8. Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh 

DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat 

9. Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok 

Hasil Pemeriksaan) Kemudian P2HP akan dikirimkan kembali oleh auditor 

kepada Desa yang mendapatkan Temuan melalui sistem, dan Desa akan diberikan 

waktu selama 2 minggu untuk menanggapi P2HP tersebut. 

10. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Desa tidak memberikan tanggapan 

terhadap P2HP yang diberikan maka Kepala Inspektorat melalui auditor akan 

mengeluarkan surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). 
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a. Arsitektur sistem 

 

 

Gambar 5.18 Arsitektur sistem 

KET DOKUMEN: 

1. Data desa, data anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa, data PKPT, 

PKP, KKP, hasil review. 

2. Data penggunaan anggaran desa, P2HP. 

3. review data dari desa. 

4. LHP. 

KET GAMBAR 

1. Proses ini menggambarkan proses input data  desa, data anggaran yang diberikan 

kepada masing-masing desa, data PKPT, dan KKP oleh pegawai inspektorat. 

2. Proses ini menggambarkan proses input data penggunaan anggaran desa oleh 

perwakilan desa. 

3. Proses ini menggambarkan hasil inputan data dari desa akan direview kembali 

dan akan dimasukkan lagi kedalam aplikasi (kembali ke proses 1). 

4. Proses ini menggambarkan hasil review yang berupa temuan oleh inspektorat 

dapat dilihat kembali oleh desa dan desa dapat melakukan perbaikan dengan 

mengimputkan kembali P2HP (kembali ke proses 2). 
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b. Flow chart dokumen sistem yang diusulkan 

Penggambaran tentang flowchart dokumen untuk sistem yang diusulkan 

adalah terlihat pada gambar 5.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Flow chart dokumen sistem yang diusulkan 
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c. Diagram konteks sistem yang diusulkan 

 

Diagram konteks sistem yang diusulkan untuk pemeriksaan inspektorat 

terhadap penggunaan anggaran desa ditampilkan pada gambar 5.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20 Diagram konteks sistem yang diusulkan 
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d. DFD level 0 sistem yang diusulkan 

Detail proses pada gambar diagram konteks terlihat pada gambar 5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 DFD level 0 sistem yang diusulkan 
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5.2.2. Implementasi Program Aplikasi 

Penggunaan keuangan desa akan diaudit oleh Inspektorat, dimana pihak 

inspektorat akan menginput data hasil pemeriksaan melalui form Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). Gambar 5.22 menunjukan form untuk input data Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). 

 

Gambar 5.22 Form KKP 

Hasil inputan KKP kemudian akan direview oleh ketua tim, dalnis, dan daltu. Form 

review terlihat pada gambar 5.23. Pada tahap ini ketua tim, dalnis dan daltu diberikan 

hak untuk mengeliminasi hasil temuan dengan cara mengklik kotak yang tersedia 

pada temuan. 

 

 

Gambar 5.23 Form Review 

Setelah proses review maka desa akan menindak lanjuti hasil temuan yang 

dituangkan dalam bentuk P2HP. Adapun laporan akhir hasil review (dilakukan oleh 
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Pengendali Mutu/ daltu) ditampilkan pada gambar 5.24 dan gambar 5.25 menunjukan 

P2HP 

 

Gambar 5.24 Laporan akhir hasil review 

 

 

Gambar 5.25 Laporan P2HP 
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5.3 Perbandingan Hasil Penelitian Tahun I dan II 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka perbandingan hasil penelitian untuk 

tahun I dan II dapat dilihat pada table 5.1 

NO 
PENELITIAN TAHUN I PENELITIAN TAHUN II 

Sistem Lama Hasil rekayasa Sistem Lama Hasil rekayasa 

1 

Pencarian data 

usulan 

(RAPBDes) 

untuk tahun 

sebelumnya 

memakan waktu 

lama  

Memudahkan 

pencarian data 

karena sistem 

yang baru 

memungkinkan 

mencari data 

dengan aplikasi 

Pembuatan KKP 

oleh auditor 

memakan waktu 

lama dan mudah 

rusak sehingga 

memungkinkan 

hilangnya hasil 

pemeriksaan 

KKP tersimpan 

secara digital 

sehingga 

meminimalkan 

kerusakan data 

2 

Penggunaan 

dana untuk 

setiap kegiatan 

kurang terdata 

dengan baik 

sehingga 

penggunaan 

keuangan sering 

mengalami 

kesalahan 

Aplikasi dapat 

mengatur 

penggunaan dana 

untuk setiap 

kegiatan (sesuai 

perencanaan 

awal)  

Koreksi hasil 

pemeriksaan 

masih dilakukan 

manual sehingga 

memungkinkan 

kesalahan dalam 

hal review 

Lebih cepat dalam 

melakukan review  

3 
Kemanan data 

kurang terjamin 

Aplikasi dapat 

melakukan 

proteksi untuk 

uraian kegiatan 

Lambatnya 

pembuatan P2HP 

dan LHP karena 

harus melakukan 

perhitungan 

waktu temuan 

secara manual 

Secara otomatis 

(hitungan waktu 

dilakukan oleh 

system) saat 

mengalihkan 

temuan dari P2HP 

ke LHP 
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BAB 6. KESIMPULANDAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa dan kantor 

inspektorat serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Sistem Informasi yang dibangun pada system audit keuangan desa dapat 

menggantikan proses pemeriksaan keuangan desa secara manual sehingga dapat 

mempercepat proses pemeriksaan penggunaan keuangan desa. 

2. Dengan menggunakan Sistem Informasi pemeriksaan keuangan desa ini laporan 

pertanggungjawaban anggaran lebih cepat karena adanya kontrol penggunaan 

anggaran secara online. 

 

6.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa, beberapa 

saran yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan peningkatan pekerjaan sebagai 

berikut : 

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur terhadap penguasaan teknologi 

komputer secara merata sehingga tidak terpusat pada satu orang saja. 

2. Perlunya peningkatan fasilitas komputer untuk menunjang ketersediaan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pimpinasn.  
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ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing 

 

Gorontalo, 16 September 2014 

Pengusul,  

 

 

 

 

Tajuddin Abdillah 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah Bersaing 

Gorontalo, 16 September 2014 

      Pengusul, 
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ABSTAK 

Administrasi penggunaan keuangan desa akan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat 

Kabupaten sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Dalam 

hal pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo, masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) 

sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena 

hilangnya bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain); (2) Lambatnya pihak Inspektorat 

dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa, sehingga 

memperlambat pembuatan laporan hasil pemeriksaan;(3)sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten 

Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan material 

dan administratif; (4) tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat. 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah pemeriksaan secara online pengelolaan keuangan desa oleh 

Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menilai pengelolaan 

keuangan desa di Kabupaten Gorontalo. Target khusus untuk penelitian iniadalah teridentifikasinya 

data hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, sehingga warehouse data hasil 

pengelolaan keuangan desa dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang dipakaiadalah 

pengumpulan data, studi literatur, analisa sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe sistem, 

pemaparan prototipe aplikasi, penyempurnaan aplikasi, pembuatan laporan akhir hasil penelitian 

Kata Kunci : pemeriksaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, tindak lanjut temuan, 

temuan administratif dan material 

 PENGANTAR 

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis 

dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 

termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah 

daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya [1]. Keuangan desa 

adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu 

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa [2] 

Dengan model pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini yakni berupa kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban sudah menggunakan aplikasi yang telah dibuat pada penelitian tahap 

pertama. Pemeriksaan/ evaluasi dan pengawasan hasil penggunaan keuangan desa 

masih ditemukan berbagai permasalahan, sepertisulitnya pihak Inspektorat Kabupaten 

Gorontalo (selaku pihak yang diberi wewenang dalam hal pengawasan aparatur 

pemerintah daerah) dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya 

bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain). Kehilangan ini disebabkan oleh 

bukti tersebut masih diarsipkan secara manual oleh pihak desa. Masalah berikutnya 

adalah lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa 

karena harus turun langsung ke desa-desa (jarak antar desa yang satu dengan lainnya 

berjauhan, sehingga waktu pemeriksaan lebih banyak dihabiskan untuk berkunjung 

kemasing-masing desa), akbitanya pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang harus 

dibuat oleh inspektorat sering terlambat. Masalah lain adalahsulitnya pihak 

Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan 

mailto:tajuddin@ung.ac.id
mailto:ekohabit@gmail.com
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Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif. Masalah terakhir adalah 

tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat. 

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh 

pihak desa dalam mengelola/ menyimpan bukti fisik (nota, kwitansi, dan lain 

sebagainya) secara elektronik sehingga pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat 

melakukan pemeriksaan secara online atas pengelolaan/ penggunaan keuangan desa 

demi terciptanya suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah secara lebih baik 

 

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 

Pengelolaan keuangan desa diawalai dari proses membuat perencanaan yang 

dituangkan dalam bentuk RAPBDes kemudian dilanjutkan dengan penggunaan 

anggaran tersebut sampai pada akhirnya pemeriksaan penggunaan keuangan desa oleh 

inspektorat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana 

keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung 

prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program 

pembangunan desa yang bersangkutan [3]. 

 

Kebutuhan Sistem Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Desa 

Pada sistem lama, penegolaan keuangan desa dimulai dari desa membuat perencanaan 

dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). 

RAPBDes berisi pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa bersumber dari PAD, 

ADD, dan sumbangan/ hibah pihak ke 3. Kantor BPMD Kabupaten Gorontalo akan 

memverifikasi RAPBDes tersebut. Hasil perubahan/ verifikasi yang telah dibuat oleh 

BPMD Kabupaten Gorontalo kemudian akan diperbaiki lagi oleh pihak desa. Hasil 

Perbaikan yang telah dibuat oleh Desa dimasukan lagi ke BPMD. Bila hasil perbaikan 

yang dibuat oleh desa sudah sesuai dengan hasil verifikasi sebelumnya maka pihak 

BPMD Kabupaten Gorontalo akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan 

Evaluasi. Untuk menggunakan/ membelajakan uang tersebut pihak kantor desa harus 

menyesuaikan dengan usulan APBDes yang telah disetujui oleh Kantor BPMD.  

Sistem yang dibangun harus mampu membuat RAPBDes, memverifikasi RAPBDes 

secara online dan memproteksi uraian kegiatan dan besaran dana RAPBDes saat 

BPMD menyetujui APBDes. Melaporkan penggunaan keuangan desa sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku 

kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu 

pengeluaran) [4] 

 

Kebutuhan Sistem Audit Keuangan Desa 

Pada sistem lama proses audit keuangan desa dimulai dari pemeriksaan 

penggunaan keuangan desa (hasil audit di tulis pada Kertas Kerja Pemeriksaan). Hasil 

isian KKP akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa. Hasil review KKP oleh Ketua 

Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS (Pengendali Teknis). Hasil review 

KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh DALTU (pengendali 

Mutu). Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok 

Hasil Pemeriksaan) 
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Sistem yang dibangun harus bisa melakukan pemeriksaan administrasi keuangan 

secara online dan hasil pemeriksaan di inputkan ke dalam form hasil pemeriksaan. 

Begitu juga untuk proses review harus dilakukan secara online 

 

Kebutuhan Sistem Tindak Lanjut Hasil Audit 

Pada sistem lama tindak lanjut hasil temuan dibuat dalam surat yang dituangkan 

dalam P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan) untuk dikirimkan ke masing-masing 

desa melalui Kantor Camat (temuan setiap desa dapat diketahui oleh desa lainnya). 

Dalam waktu 2 (dua) minggu desa tidak menindak lanjuti hasil temuan maka akan di 

alihkan ke dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Sistem yang dibangun harus bisa melakukan pengecekan secara online tindak lanjut 

temuan oleh Desa dan secara otomatis mengalihkan P2HP ke LHP dalam waktu 2 

minggu apabila desa tidak menindak lanjuti P2HP 

 

RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM 

Kelemahan sistem lama dalam hal pengelolaan keuangan (perencanaan, 

penggunaan, dan pemeriksaan keuangan desa) masih dilakukan secara manual. 

Rancangan sistem baru dibuat agar dalam pengelolaan keuangan desa sudah 

menggunakan aplikasi. 

Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pembuatan kode rekening oleh BPMD dan 

pembuatan RAPBdes oleh Desa terlihat pada gambar 1 

 
Gambar 1. Pembuatan usulan RAPBDes 

 

Keterangan gambar : 

a) Operator BPMD melakukan input kode rekening dan uraiannya kemudian 

mempublish kode rekening tersebut supaya bisa terbaca oleh semua desa 

b) Operator kantor desa membuat RAPBDes berdasarkan rekening dan uraian yang 

diinput oleh operator BPMD 

c) Operator Kantor desa mengirimkan hasil RAPBDes ke BPMD untuk diverifikasi. 

d) Operator BPMD mengambil data RAPBDes untuk dilakukan verifikasi. 

e) Operator BPMD mengirimkan hasil verifikasi tersebut untuk diperbaiki lagi oleh 

desa 
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f) Operator desa memperbaiki RAPBDes berdasarkan koreksi/ verifikasi oleh 

BPMD 

g) Operator desa mengirimkan kembali RAPBDes hasil perbaikan 

h) Operator BPMD memeriksa kembali RAPBDes yang telah diperbaiki oleh desa 

i) Bila hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa sesuai dengan 

verifikasi maka BPMD akan menyetujui RAPBDes tersebut 

j) Operator Badan Keuangan Pemda Kab. Gorontalo mengambil data dari aplikasi, 

mana saja desa yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh BPMD dan siap untuk 

dicairkan ADD. 

Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pemrosesan data uang masuk dan 

penggunaan keuangan desa, terlihat pada gambar 2 

 
Gambar 2. Penggunaan keuangan desa 

 

Keterangan gambar : 

a) Operator desa mengambil data RAPBDes dari aplikasi  

b) Operator desa menginput penerimaan dan penggunaan keuangan desa 

berdasarkan RAPBDes yang telah disetujui (RAPBDes yang telah disetujui tidak 

dapat diubah oleh pihak desa tanpa izin operator BPMD karena aplikasi sudah 

terproteksi otomatis), sehingga desa dalam pengelolaan keuangan desa sudah 

berdasarkan perencanaan yang telah dibuat saat pengajuan RAPBDes 

c) Operator BPMD dapat melihat RAPBDes yang diusulkan untuk diubah 

(perubahan harus sepengathuan BPD dari desa tersebut) 

d) Operator BPMD melakukan perubahan RAPBDes sesuai dengan permohonan 

desa dan disetujui oleh BPD desa tersebut 

 

Rancangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahapan administrasi pertanggung jawaban keuangan desa untuk sistem yang baru 

adalah : 

1. Operator Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) menginput 

data kode rekening dan uraian kegiatan 

2. Hasil inputan kode rekening dan uraian kegiatan akan digunakan oleh Setiap 

kantor desa untuk memasukan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap uraian 

kegiatan. Dalam kegiatan ini pihak desa membuat Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (RAPBDes) 

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang telah dibuat 

oleh desa akan dilakukan verifikasi secara online oleh pihak Kantor Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) 
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4. Hasil verifikasi akan diperbaiki lagi oleh desa kemudian diusulkan lagi ke Kantor 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) 

5. Hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa akan diverifikasi lagi 

oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk memastikan 

hasil koreksi/ verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya apakah sudah 

diperbaiki. Bila sudah diperbaiki maka  Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (BPMD) akan membuat berita acara hasil verifikasi yang menyatakan 

bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan lainnya dari pemerintah daerah 

siap dicairkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD). 

6. Untuk menggunakan/ membelajakan uang tersebut pihak kantor desa harus 

menyesuaikan dengan usulan APBDes yang telah disetujui oleh Kantor BPMD. 

Pada sistem yang dibuat ini, pihak desa tidak dapat merubah uraian kegiatan dan 

besaran dana untuk setiap uraian tersebut karena telah terproteksi secara otomatis 

saat Pihak BPMD menyetujui APBDes. Melaporkan penggunaan keuangan desa 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku 

kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas 

pembantu pengeluaran) 

Gambar 3 menunjukan DAD Level 0 sistem yang diusulkan tentang pengelolaan 

keuangan desa 

 
Gambar 3. DAD Level 0 usulan sistem pengelolaan keuangan desa 
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Rancangan Sistem Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan Desa 

Proses audit dan tindak lanjut hasil audit keuangan desa ditunjukan pada gambar 4 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Pegawai Inspektorat dalam hal ini sebagai auditor memasukkan setiap data 

temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan form KKP (Kertas Kerja 

Pemeriksaan). 

2) Hasil inputan data oleh auditor akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa. 

3) Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS 

(Pengendali Teknis). 

4) Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh 

DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat 

5) Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok 

Hasil Pemeriksaan) Kemudian P2HP akan dikirimkan kembali oleh auditor 

kepada Desa yang mendapatkan Temuan melalui sistem, dan Desa akan diberikan 

waktu selama 2 minggu untuk menanggapi P2HP tersebut. 

6) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Desa tidak memberikan tanggapan 

terhadap P2HP yang diberikan maka Kepala Inspektorat melalui auditor akan 

mengeluarkan surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. DAD Level 0 proses audit dan tindak lanjut hasil audit keuangan desa 
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MODEL APLIKASI PENGELOLAAN DAN AUDIT KEUANGAN 

DESA 

 

Implementasi Sistem Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Desa 

Implementasi ini dimulai dari Kantor BPMD membuat kode rekening dan uraian, 

sehingga ada standarisasi RAPBDes yang dibuat setiap desa sama. Gambar 5 

Menunjukan form untuk membuat kode rekening dan uraian 

 
Gambar 5 form kode rekening dan uraian 

 Berdasarkan kode rekening dan uraian yang telah dibuat oleh Kantor BPMD maka 

desa sudah bisa membuat RAPBDes yang ditunjukan pada gambar 6 

 
Gambar 6.Form RAPBDes 

RAPBDes yang dibuat oleh desa kemudian dikoreksi/ diverifikasi oleh Kantor BPMD 

yang ditunjukan pada gambar 7 
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Gambar 7 Verifikasi RAPBDes 

Hasil verifikasi RAPBDes oleh Kantor BPMD akan di perbaiki lagi oleh desa 

kemudian oleh desa hasil perbaikan dikirim lagi ke Kantor BPMD untuk mendapat 

persetujuan. Selanjutnya penggunaan keuangan desa. Untuk penggunaan keuangan 

desa maka admin desa mengklik laporan kemudian pilih edit kemudian klik item 

anggaran yang akan digunakan terlihat pada gambar 8 dan 9 

 
Gambar 8 Form laporan 

 
Gambar 9 form input data anggaran pendapatan 

 

Implementasi Sistem Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan Desa  

Penggunaan keuangan desa akan diaudit oleh Inspektorat, dimana pihak 

inspektorat akan menginput data hasil pemeriksaan melalui form Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). Gambar 10 menunjukan form untuk input data Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP). 
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Gambar 10. Form KKP 

Hasil inputan KKP kemudian akan direview oleh ketua tim, dalnis, dan daltu. Form 

review terlihat pada gambar 11. Pada tahap ini ketua tim, dalnis dan daltu diberikan 

hak untuk mengeliminasi hasil temuan dengan cara mengklik kotak yang tersedia 

pada temuan. 

 

 
Gambar 11. Form Review 

Setelah proses review maka desa akan menindak lanjuti hasil temuan yang 

dituangkan dalam bentuk P2HP. Adapun laporan akhir hasil review (dilakukan oleh 

Pengendali Mutu/ daltu) ditampilkan pada gambar 12 dan gambar 13 menunjukan 

P2HP 
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Gambar 12. Laporan akhir hasil review 

 

 
Gambar 13. Laporan P2HP 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan maka didapat 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Aplikasi yang dibangun dapat digunakan untuk perencanaan dan penggunaan 

keuangan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pihak desa dalam pengelolaan keuangan  

2) Aplikasi yang dibangun dapat melakukan audit keuangan desa sehingga dapat 

digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan penggunaan keuangan desa. 

Saran 

Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia penulis menyadari bahwa 

masih banyak terdapat kekurangan dalam sistem ini. Penulis menyarankan beberapa 

hal untuk penelitian selanjutnya baik bagi individu, organisasi, instansi pemerintahan 

yang akan mengimplementasikan model audit berbasis teknologi informasi 

1. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan penelitian ini. Penelitian lanjutan 

tersebut lebih di fokuskan pada keamanan data 

2. Saat mengimplmentasikan aplikasi ini, diusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo agar dapat mempentimbangkan ketersediaan infrastruktur 

pendukung dan sumber daya lainnya yang terkait. 
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Lampiran 3. Instrumen penelitian 

Alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi 

kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti adalah wawancara dan observasi, 

dimana kegiatan wawancara digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana proses 

pengelolaan dan pemeriksaan penggunaan keuangan desa. Obeservasi digunakan 

untuk mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa maupun oleh 

inspektorat dalam hal pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa. 

Instrument penelitian dibuat/ disusun dengan beberapa tahapan, yakni 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti, menjabarkan variabel ke dalam 

metode pengumpulan data, mencari indikator keberhasil dari setiap variable, 

merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrument. 

 

A. Mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan rapat personalia untuk menentukan focus 

dari variable yang akan diteliti dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data. 

Hasil yang diperoleh pada tahapan ini adalah terciptanya metode pengumpulan data 

yang akan digunakan, daftar desa yang akan dikunjungi sebagai sampel pengumpulan 

data, pembagian tugas saat akan melakukan survei dan melakukan identifikasi 

kebutuhan awal (peralatan yang dibutuhkan saat melakukan penelitian) sebelum turun 

lapangan. Pada kegiatan ini akan dibicarakan peran masing-masing anggota peneliti 

dalam menjalankan proses penelitian. 

 

B. Menjabarkan variabel ke dalam metode pengumpulan data 

Pada tahap ini peneliti merumuskan data apa saja yang akan diambil 

menggunakan wawancara maupun observasi. 

1. Wawancara, metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang : 

- Model/ mekanisme  pemeriksaan keuangan desa yang ada dilingkungan 

pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo 

- Cara mereviev hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan 

DALTU (pengendali Mutu) 

- Hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses pemeriksaan 

- Pembuatan  laporan tindak lanjut oleh desa 

- Dokumen pertanggung jawaban keuangan desa 
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- wawancara dengan auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut 

atas temuannya 

2. Observasi, metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang : 

- Cara pembuatan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan) dan PKP 

(Program Kerja Pemeriksaan) oleh inpektorat 

- Cara mereviev hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan 

DALTU (pengendali Mutu) 

- Cara pembuatan PPHP (Pokok-pokok hasil pemeriksaan) 

- Cara pembuatan pembuatan  LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 

 

C. Mencari indikator keberhasil dari setiap variable 

- Model/ mekanisme  pemeriksaan keuangan desa yang ada dilingkungan 

pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Indikator keberhasilan adalah : 

Mendapatkan informasi tentang sistem yang berjalan untuk proses 

pemeriksaan keuangan desa 

- Cara mereviev hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan 

DALTU (pengendali Mutu). Indikator keberhasilan adalah : proses review 

oleh pemeriksa 

- Hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses pemeriksaan. Indikator 

keberhasilan adalah : tahapan dalam mepersiapkan pemeriksaan penggunaan 

keuangan oleh desa dan hal-hal biasanya menjadikan temuan atas 

pengelolaan keuangan desa serta PPHP 

- Pembuatan  laporan tindak lanjut oleh desa. Indikator keberhasilan adalah : 

diperolehnya dokumen tindak lanjut dari desa 

- Dokumen pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator keberhasilan 

adalah : diperolehnya dokumen pertanggung jawaban keuangan desa 

- wawancara dengan auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut 

atas temuannya. Indikator keberhasilan adalah : proses pencocokan/ 

pemeriksaan bukti pengeluaran dan temuan 

- Cara pembuatan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan) dan PKP 

(Program Kerja Pemeriksaan) oleh inpektorat. Indikator keberhasilan adalah : 

Dokumen PKPT tahun 2014 dan PKP 
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- Cara mereviev hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan 

DALTU (pengendali Mutu). Indikator keberhasilan adalah : proses review 

oleh pemeriksa 

- Cara pembuatan PPHP (Pokok-pokok hasil pemeriksaan). Indikator 

keberhasilan adalah : mekanisme dan proses pembuatan PPHP 

- Cara pembuatan pembuatan  LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Indikator 

keberhasilan adalah : mekanisme dan proses pembuatan LHP 

 

D. Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrument 

Pertanyaan yang dibuat oleh peneliti digunakan saat wawancara. Pertanyaan 

lebih difokuskan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme pengelolaan dan 

audit keuangan desa yang ada saat ini, dengan tujuan untuk menemukan kelemahan/ 

kekurangan yang ada pada system yang berjalan, sehingga dapat dibuatkan system 

yang baru. 

- Pertanyaan saat wawancara model/ mekanisme  pemeriksaan keuangan desa yang 

ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo 

1. Apa saja yang harus disiapkan oleh pihak inspektorat sebelum melaksanakan 

pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh setiap desa ? 

2. Bagaimana proses pencatatan atas temuan pengelolaan keuangan desa oleh 

inspektorat? 

3. Setelah ditemukan bahwa sebuah desa terdapat temuan atas pengelolaan 

keuangan desa, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti? 

4. Apa yang harus dilakukan oleh inspektorat dan bagaimana apabila temuan 

yang ada pada suatu desa tidak di tindak lanjuti? 

5. Bagaimana proses penyimpanan hasil temuan oleh inspektorat ? 

6. Apa kesulitan yang dihadapi oleh inspektorat dalam mencari file/ dokumen 

hasil temuan? 

7. Apakah dokumen temuan setiap tahunnya masih tersimpan dan mudah dicari? 

- Pertanyaan cara mereviev hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali 

Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu) 

1. Bagaimana proses review hasil audit oleh inspektorat? 

2. Apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pelaksana pemeriksa 

keuangan desa? 
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3. Apakah hasil review akhir masih bisa dibatalkan atau langsung ditindak 

lanjuti? 

4. Hal-hal apa saja yang menjadikan sebuah temuan bisa dihilangkan? 

5. Apa yang dilakukan setelah proses review? 

- Pertanyaan tentang hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses 

pemeriksaan 

1. Apa saja yang harus disiapkan oleh setiap desa dalam menghadapi 

pemeriksaan oleh pihak inspektorat? 

2. Bagaimana cara mempersiapkannya? 

3. Siapa saja pegawai didesa yang akan diperiksa? 

4. Bagaimana cara pegawai menghadapi proses pemeriksaan? 

- Pertanyaan tentang pembuatan  laporan tindak lanjut oleh desa 

1. Ada berapa model laporan tindak lanjut yang akan dikirimkan kedesa? 

2. Bagaimana penyimpanan dokumen tersebut? 

- Pertanyaan tentang dokumen pertanggung jawaban keuangan desa 

1. Bagaimana model dokumen pertanggungjawaban keuangan desa? 

2. Bagaimana cara penyimpanan dokumen hasil pengelolaan keuangan desa? 

- Pertanyaan kepada auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut atas 

temuannya 

1. Ada berapa kategori auditor dan apa tugas pokok dan fungsi dari masing-

masing kategori tersebut? 

2. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan? 

3. Bagaimana menyatukan hasil pemeriksaan, sehingga menjadi sebuah dokumen 

hasil pemeriksaan? 

4. Bagaimana auditor menangani dokumen hasil pemeriksaan? 

5. Bagaimana cara mengorganisir dokumen tersebut? 


